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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 256/Menkes/SKIIV/2009 

TENTANG 

PENERIMA DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 
· TAHUN ANGGARAN 2009 

Dl PUSKESMAS DAN JARINGANNYA PADA TIAP KABUPATEN/KOTA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, · 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya 
bagi masyarakat miskin, ditetapkan Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas dan Jaringannya; 

Mengingat 

b. bahwa agar pelayanan kesehatan bagi peseta Jamkesmas di 
Puskesmas dan Jaringannya dapat be~alan dengan efektif, efisien, 
dan akuntabel perlu didukung dengan ketersediaan dana untuk 
pelayanan kesehatan dan dukungan manajemen; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu mengalokasikan dan menetapkan 
Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 
Anggaran 2009 di Puskesmas dan Jaringannya pada tiap 
Kabupaten/Kota dengan Keputusan Menteri Kesehatan; 

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, ·rambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); . 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 



( ' 

Menetapkan 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

MENTERt KESEHATAH 
REPUBUK INDONESIA 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3637); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggara 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4920); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3637); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Ke~a Kementerian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Ke~a Kementerian Negara Republik Indonesia; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 
tentang Organisasi dan Tata Ke~a Departemen Kesehatan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN TENTANG PENERIMA DANA 
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 
ANGGARAN 2009 Dl PUSKESMAS DAN JARINGANNYA PADA TIAP 
KABUPATEN/KOTA 

Puskesmas dan jaringannya penerima dana Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat pada tiap Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

Pengalokasian dana untuk Puskesmas dan jaringannya pada tiap . 
Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah masyarakat miskin yang . 
ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan. 
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Besaran dana untuk tiap Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan 
jenis Puskesmas (rawat inap), jumlah masyarakat miskin, tingkat 
pemanfaatan pelayanan, sisa · dana di Puskesmas dan kondisi 
geografis. 

Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya digunakan 
untuk keperluan: 
1. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP); 
2. Pelayanan Kesehatan Rawat I nap Tingkat Pertama (RITP); 
3. Pelayanan Persalinan; 
4. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung; 
5. Pelayanan Gawat Darurat; 
6. Pelayanan Rujukan Gawat Darurat; dan 
7. Dukungan Manajemen Puskesmas. 

Dalam keadaan darurat untuk menjaga kesinambungan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat miskin; Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota dapat melakukan realokasi dana antar Puskesmas. 

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana 
sebagaimana dimaksud Diktum Kelima dilakukan sesuai dengan 
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang 
ditetapkan Menteri Kesehatan. 

Sumber dana untuk Puskesmas dan jaringannya sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan kepada Daftar lsian 
Pelaksanaan Anggaran 2009 Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan 
Masyarakat Nomor 0675.0/024-03.0/-/2009 Tanggal 31 Desember 
2008. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 

Tembusan <isampalkan kepada Yth : 

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian 
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
4. Menteri Keuangan 
5. Menteri Dalam Negeri 
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionai/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
8. Gubernur dl seluruh Indonesia 
9. BupatiiWalikota di seluruh Indonesia 
10. Dl~en Perbendaharaan, Departemen Keuangan 
11 . Kepala Dinas Kesehatan Proplnsi di seluruh Indonesia 
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di seluruh Indonesia 
13. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Ditjen Blna 

Kesmas 
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Lampi ran 

Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor : 256/Menkes/SK/IV/2009 

Tanggal : 8 Aprll2009 

DAFTAR PENERIMA DANA PROGRAM JAMKESMAS TAHUN ANGGARAN 2009 

Dl PUSKESMAS DAN JARINGANNYA PADA TIAP KABUPATEN/KOTA 
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465.695 5.588.340.000 
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1.360.428.000 

4 .266.972.000 
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211 .142 
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2.533.704.000 
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336.366 
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4.036.632.000 
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TERLANTAR, PANTI JOMPO 
34 

DAN MASYARAKAT TIDAK MEMILIKI KTP 

TOTAL NASIONAL 

14 


